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(BAPPEDA)
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BANGKO

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 369 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Menimbang

Mengingat

o

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN,

bahwa dalam rangka perbaikan pengukuran dan peningkatan kinerja agar
lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah,
perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-
masing;

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utame sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarclangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);




Menetapkan
KESATU

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Merangin Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Ketiga Indikator kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, dengan rincian
sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di
Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Bangko
Pada Tanggal : 5 September 2016

BUPATEN MERANGIN,
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Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Merangin
Nomor : 369 Tahun 2016

Tanggal : 5 September 2016
Tentang : Perubahan Ketiga Indikator Utama (IKU) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin 2014-2018

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

‘NO SASARAN INDIKATOR
: FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
1 2 ' 3 4 5
Persentase  Tingkat  Keselarasan|Jumlah Sasaran, Indikator Sasaran dan
Renstra terhadap RPIMD Program pada Renstra yang sesuai

dengan RPIMD dibagi Jumlah Sasaran,
Indikator Sasaran dan Program pada
. RPIMD dikali 100

Persentase Tingkat Keselarasan RKPDPJumlah Sasaran, Indikator Sasaran dan

terhadap RPIMD Program pada RKPD yang sesuai dengan
RPIMD dibagi Jumiah Sasaran, Indikator] ~RPIMD dan RENSTRA

Peningkatan Sinergisitas Perencanaan

Pembangunan
Sasaran dan Program pada RPIMD dikali
100
Persentase Tingkat Keselarasan RenjajJumlah Program dan Indikator Program
terhadap Renstra pada Renja yang sesuai dengan RKPD

dibagi Jumlah Program dan Indikator
Program pada Renstra dikali 100




